BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan

hal-hal sebagai berikut:

1

Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang
dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Hak untuk eksekusi tersebut timbul sejak terjadi
wanprestasi oleh debitur dan kreditur berhak menjual objek jaminan
fidusia atas kekuasaan sendiri melalui lelang yang mana dikenal dengan
non litigasi. Untuk melakukan eksekusi diperlukan prosedur yang telah
terstandar oleh suatu perusahaan.

Dalam hal objek fidusia tidak dapat dieksekusi dikarenakan debitur
menghilangkan, menyembunyikan objek fidusia maka beradasarkan
laporan pihak kreditur kepada pihak kepolisian tentang pelanggaran
debitur misalnya pengelapan objek fidusia, maka eksekusi yang
ditempuh adalah tahap parate eksekusi melalui pengadilan yang biasa
dikenal dengan ligitasi.

Setelah objek fidusia di dapatkan kembali maka dilakukanlah eksekusi
objek fidusia yaitu lelang yang mana hasilnya akan diambil untuk

melakukan pelunasan terhadap sisa hutang debitur.



Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk
melindungi kepentingan konsumen dan masyarat dalam melakukan
kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang dapat kita lihat pada UU No
21 tahun 2011 pasal 4 huruf c. Perlindungan konsumen yang difasilitasi
OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan
pengaduan konsumen dan pembelaan hukum yang sesuai dengan
keterangan dalam UUOJK diantaranya dapat dilihat pada pasal 28, Pasal
29 dan pasal 30.

Undang-undang Perlindungan Komsumen nomor 8 tahun 1999 juga
menjelaskan  mengenai maksud dari perlindungan konsumen vyaitu
Pasall ayat 1, pasal 2, pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen,
Pasal 4 tentang hak kosumen yang diantaranya dapat dipetik dari pasal
huruf (e), (f) ,(9), h).

Lebih lanjut untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam
memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan,
pada tahun 2013, OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan. (Selanjutnya
disingkat POJKPKSJK).yang menjelaskan tentang perlindungan
konsumen terutama pada Bab Il dan pada  Bab 1ll tentang Pengaduan
Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh OJK.
Pada ketentuan umum peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/
pojk.03/2017 menyebutkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan yang

selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan



disektor perbankan, pasar modal peransuransian, dana pensiunan,
lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainya.

Perlindungan hukum yang dijabarkan dari berbagai peraturan diatas
adalah bentuk perlindungan hukum bagi debitur agar mendapakan
haknya dalam melakukan pengembagan diri dan mendapatkan fasilitas
pembiayaan. Berbagai produk perlindungan hukum yang dijabarkan
bertujuan untuk mencapai kepastian hukum bagi para nasabah keangan.
Berbagai aturan yang melindungi debitur tidak serta merta membuat
debitur mendapat akses mudah untuk memperoleh pinjaman. Berbagai
pertimbangan yang lakukan oleh kreditur untuk dapat mencapai tahap
persetujuan pencairan kredit pada debitur. Aplikasi SLIK dari OJK
merupakan dasar utama kreditur untuk memberikan suatu kredit kepada
debitur. Apa bila history dari debitur yang tercatat pada aplikasi SLIK
bagus, maka pemberian kredit dipastikan akan berjalan  mulus.
Sebaliknya apabila history dari debitur tidak bagus, maka berdasar tekat
OJK menekan resiko kredit bermasalah, maka kreditur enggan untuk
meluluskan kredit yang diajukan debitur. Walaupun debibur dilindungi
olen undang-undang untuk dapat meminta haknya  mengajukan
pinjaman, Perusahaan juga mempunyai hak mutlak memberi dan
menolak suatu kredit. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga kestabilan
kesehatan suatu perusahaan pembiayaan sebagai akibat banyaknya kredit

bermasalah yang dilakukan oleh debitur.



B. SARAN

Adapun saran saran yang ingin penulis sampaikan dalam tesis ini, yang

natinya kelak bagi debitur dan kreditur perusahaan pembiayaan adalah:

1.

kebanyakan pada saat eksekusi objek jaminan fidusia debitur tidak
memahami bagai mana tata cara dan pelaksanaan eksekusi jaminan
fidusia sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sebaiknya
pada saat penandatanganan perjanjian kredit, debitur diberitahukan atau
dijelaskan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia jikalau terjadi
wanprestasi agar debitur memahami bagaimana pelaksanaan eksekusi
objek jaminan fidusia untuk menghindari terjadinya perselisihan antara
kreditur dan debitur.

perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan
konsumen yang diatur di dalam undang-undang terutama pada nasabah
sektor keuangan agar meraka dapat mengetahui hak dan kewajiban

mereka sebagai konsumen sektor jasa keuangan.
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